
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembamn Neg11ra. Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor ?.8 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemberan Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, T-dl111.ntl1an 
Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a. perlu rnenetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah rliubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban 
Pclaksanaan i\nsgoron Pendapatan dan Be1anja Daerah 
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa 
oleh Bad.an Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republi.k Indonesia. 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NP-gi:im 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahacaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomw 4355); 

s. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nnmnr 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4400); 

7. Undang-Umllil1g Numor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pereneanaan Pe.mbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republic Indonesia. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.26, Tambahon Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Q. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentu.kan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 185, Tambahan Lemba.ran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 4932); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribuei Daerah [Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t.llntJ1ng 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
lLembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ne~ ftepublik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Rf!pHhmc 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana 
telah diubah beberapa kali l.enlkhir dengan Undang- 
Und11ng Nomor 9 T:ahun 2015 (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala. Daerah dan WaJdl Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Ot'}(U (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Tndonf!Aisi Nomor 4416); 

16. Peraturan Pemedntah Nomof 23 Tahun 2005 tenlang 
Pengelo!san Keuangan Badan Layanan Umum (Lembanm 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 
4502) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun :.!005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indoneeia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Si.stem lnfonnasi Kcuangan Daerah {Lembal-an Negara 
Repuhlik Tndone&iA 'l'ahun 2005 Nomor 13.8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan I..embaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenteng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran .Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 NnmoT 1 SO, Tambahan Lembaran Negma Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Inetarrsi Pemerintah 
(Lembanan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepa.da 
Pemerintah, I.aporan Keterangan PertanggUngjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyel.enggaraan Pemerintahrut 
Daerah Kepada. Masyankat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
To.ta Cara Pemberian de.n Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemelintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 l tentang 
Pirtja.man Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara./Dacrah (Lcmbara.n 
Negara Repuhlik I11do11e~iA Tl:ihun 2014 Nomor Q2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 



38. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Peruba.han Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 [Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 15); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2010 Nnmnr 07); 

3't. J:>eraturan Vaerah K.abupaten Pringaewu Nomor 14 Tahun 
2015 tentang Anggaran Penda.patan dan Belanja Daereh 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2015 Nomor 14}; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ne>mor 64 Tahun 2013 
tcntang Pcncrapan Standar Akuntansi Pcmcrintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

33. Pero.tumn Menteri Dalam Negeri Nomor 52 To.bun 2015 
tent.ang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia 'rahun zurs Nomor 903); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Belita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah da.n Ra.ncangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

30. Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan SU1Sial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2011 
Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541); 



Rp. 34.300.529.116,01 

Rp 101.591.366.351,59 
Rp. 1.500.000.000,00 

- Peneranaan 
- l'engeluaran 
Surplus/ (dcfisit) 

Rp. 1.12:2.575.427.631,56 
Rp. 1.043.521.124.267,14 

(Rp. 65. 790.837.235,58] 

l ayat (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di.maksud dalaJn Pasal 
huruf a, sebagai berikut: 
a. Pendapatan 
b. Belanja 

Swplus/(defisit) 
c. Pembiayaan 

Pasal 2 

(2) T..aporan Ke.uangan sehagaimana <lim.aksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar 
laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. 

(1) Pert.anggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 
memuat: 
a. Laporan realieasi anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus .kas; 
d. Catatan atas laporan keuangan; 
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
r. Laporan Operasional; dan 
g. Laporan Peru bahan Ekuitas. 

Paaal 1 

PERATURA.N 1>.'U!;l<AH T,l!;NTANG PERTMGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

Menetapkan 
/" 

MEMUTUSKAN: 

DE\VAN PERWAKILAN RAKYAT l>AJ!;AAH 
KABUPATEN PRINOSEWU 

dan 

BUPATI PR[NGSEWU 

Dengan Persetujuan Bereama 

3Q. PP.raturan naerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Sueunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah 
.Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 161; 



47.497.862,00 Rp. 

100.043.868.489,59 
100.091.366.351,59 

Rp. 
Rp. 

eejumlah neto l. Selisih anggaran dengan realiealli pembiaya.e.n 
Rp.47.497.862,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pembiayaan neto seteJah 

Perubahan 
2. Realisasi 

Selisih lebih /(kurang) 

47.497.861,00) (Rp. 

1.547 .497.861,00 
1.500.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

e. Selisih anaaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
(Rp.47.497.861,00) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan 
2. Realisasi 

Selisih Iebih /(kurang) 

(Rp. 1,00) 

1 Ol.:>9 l.36b.a5U,59 
101.591.366.351,59 Rp. 2. Reali~ 

Selisih lebih / (kunmg) 

pembiayaan sejumlah d. SeJisih anggaran dengan realisasi penerimaan 
(Rp.1,00) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran penerimaan pembiayaa.n 

aetelah perubahan Rp. 

e. Sf.!lisih anggaran dengan realisaai Surplus/(defisit) eebesar 
Rp.34.253.031.254,01 dengan rincian sebqai berikut: 
1. Anggaran belanja setelah perubahan (Rp. 100.043.868.489,59) 
2. Realisasi (Rp. 65.790.837.235.58} 

Selisih lebih /(kurang) Rp. 34.253.031.254,01 

b. Seli$ili angganm dengan realisasi belanja sebesar 
(Rp. 134.%5.632.380,45} dengan rincian sebagai berikut: 
1. Angga.ran bclanjasetelah perubahan Rp.1.177.986.7:;6.647,59 
2. Rwieasi Rp.1.188.366.264.867,14 

Selisiih lebih /(kurang) (Rp. 134.465.632.380,45) 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 
sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realiaasi pendapatan sejumlah 
(Rp.102.851.231.907,44) dengan rtncian sebagai berikut: 
l. Anggaran pendapatan seteJah perubahan Rp.1.225.426.659.539,00 
2. Realisasi Rp.1.122.:>75.4:.!7 .631,56 

Selisih lebih /(kurang) Rp. (102.85l.23L.907,44J 

Pasal 3 



Larnpiran I.3 

Lantpira.n 1.2 

ringkasan Laporan Realisaai Anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan nTgllniAA~; 

rincian Laporan Rcaliseei Anggaran belanja dacrah 
menurut urusan pemerintahan daerah, OlgAlnisaRi, 
pendapa.tan, belanja dan pembiayaan; 
rekapitulasi realisasi angpnln belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daemh, organisasi, 
program dan kegiatan; 

Lampiran I.1 

Laporan Realieasi Anggaran trdiri atas; a. Lampiran I 

~rtanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tereantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
J>eraturan Daenili ini, terdiri darf: 

Pasal 1 

Catatan ataa laporan keuangan eebagaimana dimaksud dalam Paaal 1 ayat ( 1) 
huruf d, memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- 
poa laporan keuangan. 

l'asal 6 

( 1.500.000.000,00} 
(10.584.422,00) 

30.515.473.679,52 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan 
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat. (1) huruf c unruk 
tahunyang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: 
a. Saldo leas awal per I Januari 2016 Rp. 98.885.568.109,52 
b, Arus kas dari aktivita.s operasi Rp. 217.299.768.315,44 
c, Arus kas dari aktivit.a.s investasi aset non- Rp. 284.413.004.129,00 

keuangan 

Pasal 5 

Rp.1.730.093.840.282,16 
Rp. 24.994.415.364,50 
Rp.1.705.099.424.917 ,16 

Neraca sebagaimana dimal<sud da1am Pasal 1 ayat (I) hurufb per 31 Desember 
Tahun 2016 sebagai berikut: 
a. Jumlah aset 
b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuita.s dana 

Paaal4 



Bupati menetapkan Peraturan Uupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelnksaruuui J\PBD scbagai rincian lebih lanjut dari Pcrtanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD. 

Paws 

Ikhtisar Dana .Desa; 

ikhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik 
Da.era.h; 

daftar kegiatan belum ~•~~i akhfr tahun: 

daf'tar dana cadangan daerah; 

daftar kewajiban jangktt pendek; 

daftar kewajiban jangka panjang; 

daftar rekapludasi ~t lainnya; 

daftar rekapitulasi aset tetap; 

daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan; 

daftar l"Cali&a.si penambahan clan pengurangan aset 
tdap; 

daftar rekapitulasi dana bergulir; 

dafta.r penyertaan modal; 

cataum at.as laporan keuangan; 

daftar piutang daerah tahun angg.aran 2016; 

dafuir rekapitulasi penyisihan piutang tidak 
tert:agih; 

laporan arus kas; 

neraca; 

rekapitulasi reatisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah clan fungsi dalam nmgka pengelolaan 
.keuangan negara; 
laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

Japoran operasional; 

Iaporan perubahan ekuitas; 

I ampiran XX! 

Lampiran KX 

Lampiran XIV 

Lampi.ran xv 
Lampiran XVI 

Lampiran XVII 

Lampiran XVIII 

Lampiran XIX 

I..ampiran XIII 

1.ampiran XII 

Lampi.ranX 

La.mpiran xr 

Lampiran IX 

Lampiran VI 

Lampimn VII 

Lampiran VIlI 

l.ampiranll 

La.mpinm III 

I.ampiran IV 

Lampiran v 

Lampiran 1.4 



Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina clan Fasilitasi Produk Hokum 

Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN t't<JNOSEWU 
PROVINS! LAMPUNG NOMOR : 

LEMBARAN DAERA.H KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR OS 

A. BUDIMAN PM 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 24 MU~ t.ue 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUFATE!::N PRINGSEWU t 

SUJADI 

Ditetapkan di Pringsewu 
pa.da tanggal ~ 4 Ai._.'U a tu.s ~ 017 

BUPATI PRTNOSEV..TU ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan. penempatannya dalaru. Lembaran Th:ierah Kabupaten 
Pringsewu. 

Pemturan Daerah Ini mul.a.i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 
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